PERATURAN DAZRAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT TI KESUMIN
NOMOR '+ 17..TAHUN 1961 .
DENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN ATA KERJA DINAS PERIKANAN DA
‘EARAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN, : '

. DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG' MAHA ESA
| BUPATI KEPALA DAERAN TINGKAT IT KEBUMEN

Menimbang : a,. bahwa dalan rangka peningkatan kelancaran penyelenggaraan Pe.
nerintah dan Pembangunan secara, berdaya guna dan berhasil gu
ne. khususnya yang ményangkut bidang Perikanan di Wilayah Ka-
bupaten Daecrah LTinglkat II Kebumen, perlu menetapkan Susunan-
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perikanan Dacrah Tingkat II=
Kebumen ; 0 ~

.+ Dbe bahwa sesual bunyi pasal 49 Undang=Undang No.5 Tahun 1974. =

? © . Jis Keputusan Menteri Dalam Negeri No.363 Tahun 1977 dan Ing
1 — _ truksi Menteri Dalam Negeri No.5 Tahun 1980 sorta Instruksi-
T ' Gubernur Kepala Dacrah Tingkat I Jawn Tengah N0406141/25/ =

1980, maka Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perikanan

dimaksud harus diatur dalan suatu Peraturan Doorahs ‘

Mengingat : 1, Undang~Undang foe5 Tahun 1974 téntang Pokok=Pokok Pemérintag.
an di Dacrah ; & -

2+ Undang~Undang Noe13 Tahun 1950 tentang Pembentukan,Daerah—Dg
t - erah Kabupaten daleam lingkungan Propinsi Jawa Tengah jo.Pere
o0 Taturan Pemerintah Ho.32 Tahun 1950 ; SN :

y “.f 3e Peraturan Pemerintah Noe34 Tahun 1951 tentang Pelaksanaan ?g
nyerahan scbagian dari urusan Pemorintah Pusat dalam,lapang-
an Perikenan Darat kopada Propinsi Jawa Tengah:; =

4e Peraturan Menteri Dplom Negeri No.14 Tahun 1974 fbntang Ben=-
tuk Peraturan Daerah ';

S : 5. Keputusan Menteri Dalam Negeri No.362 Tahun 1977 tentang Po-
b S la Orgahisasi Peumecrintah Daerah dan Jilayah ;

6. Koputusan Mentei Dilen Negeri No.363 Tahun 1977 tentang Pe-
doman Penbentuksh, Susunan Organisasi dan Tata {orja Dinas -
-Daecrah ; “ 4 ' : St :

T+ Instruksi Menteri Dalam Negeri No, SqTahuh:19OO tentang Pe =
Ctunjuk Pelaksanaan.mengenai,Pembentukan Susunan Organisasi -
dan Tata Kerja Dinas Perikanan °; - - nE

| 8.1PeraturaniDaerah Dacerah Tingkat I Jawa Tengah'tahggél 19 Ju=
| _ , ; ¢ 11 19€1 tentang Ponyerahan scbagian dari tugasnya dalam la =
1 o ' pangan Perikanan Daerah kepada Daerah Tingkat II 5

9¢ Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Noe ~
06141/25/1980 tentang Fetunjuk Pelaksanaan mengeriai Susunane
Organisasi dan Teta Xerja Dinas Perikanan Daerah Tingkat II=-
se Jawa Tengah, S

Dengan persétujuan Dowan Perwakilon Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat -
IT Kebumen, : . '

MEMUTUS KAN :
Menetaplan : PER/\TURAN DAERAH KAEUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN TENTANG SU

SUNA N ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERIKANAN DAERAH KABUPA -
TEN .DAERAH TINGKAT II' KEBUMEN,

BAB=T : ‘..‘0"0“".‘000-0.0.0..
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Dalam Peraturan Déerah yang dlmukﬁud dengﬁn :

Daerah Kabupaten Dacrah’ Tinbkct IT Kebumon ;

Bupati Kepala Daerah Bupati Kepala Dacrah Tingkat II, Kebumen ;

Pemerintah Daerch . sPeunerintah Kabupaten Dagrah Tingkat II Kebumen ; 1
Dinas Perikanan i i Dinas Perikanan Kabunaton Daerah Tingkat Ii Kehu ;
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Pasal 2,

(1) Dinas Perikanan adﬂléh wnsur pelaksana Pemerintah Dacrah yang dibentuk bore
dasarkan kewenangan pangkal dan penyerahan urusan lebih lanjut kepada Da =
- erah Tingkat II scbagai urusan rumah tangge Dacrah dibidang Perikanane

(2) ‘Dlnas Perikanan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang borada dlbawah dane
bertanggung Jawab kepada Bupatl Kepala Daerah

L0 L

Dinas Perikanan mempunyai Tugas Pokok : ;1

a. melaksanakan usaha dan kegiatan untuk memajukan perikanan ;
be melaksanakan usaha dan kenlatan untuk menlngkntnn kosejahteraan petanie
ikan/ nelayan ;. '

ce melaksanakan tugas lain yang diberlkan oleh Bupati Kepala Daecrahe

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut padu pasal 3 Pcraturan Daerah=
ini, Dinas Perikanan mempunyai fungsi :

ae perumusan kebijaksansan tekhnms, pemberiun blnblnban dan pembinaan tere
: hadap produksi pemasaran dan koperasi perlkunan scrta perllndungan term
hadap sumberssumber perikanans

.

be pemberian perijinan scsuail ‘dengan kebijaksensan yung ditatapkan oleh Bu

pati Kepala Daerah bcrdasarkan Peruturan Porundangwundangan yang bcrla-
kue

Cce pelaksanaan scsual tugas pokoknya dan scsuail donban Poraturan perundanv
undanvan yang berdakue ;

ds pengamanan dan pengedalian tohnls atas polahsanuan tugas pokoknya gcsu~
al dengan kabijaksanaan yang ditotapkan oleh Bupati Kepala Dacrah berda
sarkan Peraturan ?crundang-undanpan yang bor&uku. -

e pengurusan tata usaha Dinas Pcrlkanan.
B AB ~ IIX .
CRGANISASTI ‘ J
Bagiah Pertama
Susunan Organisasi
" Pasal 56

(1) Susunan Organisasi Dinas Perikanan terdird dari :

T, _ISCQ?«la- Beomseoposscos




L

ae Kepala Dinas -

bs Sub Bagian Tata Usahe ;

Ce Scksi Bina Progran ;

de Scksi Produksi ;

co Scksi Usaha Tani ; .

fo Sckei Bina Mutu ; ) X o0 -
ge Seksi Penyuluhan.

(2) Sub Bagian Tata Usaha tordiri dari 4 urusan dan masing=masing seksi top
diri dari 3 Sub Soksi kecuali Scksi Produksi tordiri dari 4 sub seksi,

(3) Sub Bagian Tata Usaha don Soksi, masinge-mesing dipimpin oloh seorang Kg
pala yang berada. dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pori

kanan. ;

Bagian Kedua
Kopala Dinas
Pdsal 60

Kepala Dinas mempunyai tugas melaksanakan tugas pokok sebogai dimaksud da =
lam pasal 3 Peraturan Daerah ini, '

- Bajian Ketiga
Sub Bagian Tata Usaha
Pasal T
Sub Bagian Tata Usaha nempunyai tugas nenyiapkan urusan surat menyurat,uri.g

an dalam, pengelolaan kepegawaian, pengelolaan keuangan, perlengkapan, pe =
nyusunan rencana ketatalaksanaan serta PeraturanPerundeng=-undangane’

Pasal G,
Untuk menyelenggarakan tuzas torsebut pada paéal 7 Peraturan Daerah ini, Sub
Bagian Tata Usaha nempunyai fungsi

ae melaksanakan surat menyurat,. kcarsipan, perlengkapan, perjalanan dinas =
dan urusan rumah tangza ; : '

be melaksanankan pengelolaan kepegawaian N

Ce nelaksanakan pengelolaan kcuangan .
de menyiapkan penyusunan rencana dan program kefatalaksanaan Dinas ?erikaﬁah;
ce menyusun statistik dan dokumentasi tentang hasil pelaksanaan tugas ;

f;.menyiapkaﬁ naskah Pereturan Pelaksanaan,’Keputusan—keputusan, Instruksi -
dan menghinpun Peraturan Perundang=-undangan dibidang Perikanane

_Pasal 9.
(1) Sub Bagian .Tata Usaha tordiri dari :
“as Urusan Unum
bs Urusan kepcgawaian ;
c¢e Urusan Kcuangan ;

’
de Urusan Efisiensi dan tatalaksanae

(2) Masing-masing urusan scbogai dimaksud ayat (1) pasal ini dipimpin oleh
scorans Kepala Urusan yznz berada dibavah dan bertanggung jawab keépadd
. Kepala Sub Bagian Tata Usahae '

Pasal 10.

Urusan Unun mempunyai tuvgas nelaksanskan urusan arsip, Expidisi, pengadaan,
runah tangga, pemelibaraan barans inventaris, perjalanan’ dinas dan perleng
kapan serta dokunentasi, s

Pasal lle esecsceocsscnens
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\ ﬁasal 11a

-
.

Urusan Kepagawaian menpunyai tugas| melaksanaan. pengelolaan kepegnwalan,

Pasal 12,

rusan Keuangan menpunyai tugas mercncanakan anggaran pembiayaan dan pcenda=
patan, pcngelolaan dan pertanggung=jawaban kcuangan.

Pasal . 13.

Urusan Effisiecnsi dan Tatalaksana mernpunyail tugas menyiapkan penyusunan ren

~cana ketatalaksanaan serta menyiapkan naskah peraturan-peraturan pelaksanae-

b an, Instruks1 dan menghimpun peraturan perundang-undangan dibidang Perikane
an.

Bagian Keempat
Seksi Bine. Program
Pasal 14,

Sek31 Bina Program mempunyal tugas nenyaalkqn data, ncrunuskan rencana dane-
progran kerja serta menyusun laporan,

Pasal 15

Untuk menyeLenggarakan tugas terscbut pada pasal 14,Peraturan Daorah ini, =
Seksi Bina Programmempunyai fungsl :

Qe mengumpulkan, mengolah dan nenyaalkdn data :
be menyusun statistik
C. menyusun recncana’ dan progran kerja ;

de mengevaluasi dan menganalisa hasil poelaksanaan rencana kerja ;
ees menyusun naskah laporan.

Pasa}. 160 .

(1)-Seksi Bina Projram terdiri dari :
ae. Sub Scksi Data ; ; ' \

be Sub Seksi Perumusan dan Pengendalian ;
ce Sub Seksi Evaluasi dan Pelaporane.

(2) Sub Seksi=Sub Seksi sebagaimena dinaksud ayat (1) pasal ini nasing=ma =
sing dlplmpln oleh scorang Kepala Sub Seksi yang berada dibawah dan ber
tanggung-jawab kepada Kepala Scksi' Bina Provram.

Pasal 170

il

Sub Seks1 Data nempunyai tugas, mengumpulkan, pengolahan dan penyajian da=
ta serta penyusunan statistik.

Pasal 18

Sub Seksi Perumusan dan Pengendalian mempunyai tugas melaksanakan penyusun
an rencana dan progran kerja Pembanﬁunandanqnggarannya.

Pasal 19,

Sub Seksi Bvaluasi dan Pelaporan nenpunyal tugas nelaksanagkan evaluasi uan
analisa hasil pelaksanaan progrmn kerja serta. nenyusun naskah loporan.

Baglan *{C‘llmu eececsssce
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Bagian Kelinma
Seksi Pfoduksi
. Pasal 20,

Seksi Produksi mempunyai tugas ‘helaksanakan pembinaan penangkapan dan budi -
daya ikan, produksi dan sarana.prpduksi.serta.kelestarian sumber-sumber peri

kanan., \

.Pasa; ?j.

Untuk menyelonggarakan tuzas tersebut diates pada pasal 20 Poraturan Deerah-
ini, Seksi Produksi menpunyal tugas :

as nelaksanakan penbinaon penangxapan dan’ budidaya ikan ;
b melaksanakan pembinaan produksi dan sarana, produksi perikanan ; -
Ces nelaksanakan pembinann kelestarian sumber ;

’
ds pemberantagan hama dan ponyakit,

Pasal 22,
(1) Seksi Produksi terdiri dari
8s Sub Scksi Penangkapan Ikan s
be Sub Seksi Budidaya Ikan :

Cs Sub Scksi Sarans Produksi s

de Sub Seksi Pengendalian Lingkungan ;

(2) Sub Seksi-Sub Seksi sebagaimand dimaksud ayat (1) pasal ini, masingema =

singdipinpin oleh scorang Kepala Sub Seksi yangbberada dibawah dan ber =
tanggung jawab kepada Aepala, Seksi Produksi, :

Pasal 23.

\

Sub Seksi Penangkapan Ikan mompunyad tugas melaksanakan:pembinaan'penéngkap-
! an ika.no : . ' ’ . )
"Pasal 24,
Sub Scksi Budidaya Ikan mempunyal tugas melaksanakan poitbinnaan budidaya ikan

dan pembenihan,

Pasal 25,

Sub Scksi Sarana Produksi noupunyai tugas melaksnakan pernbinaan produksi -
den sarana produksi perikenan. :

Pasal : 26,

Sub Secksi ?engendalian Lingkungon mempunyai tugas melaksanakan pembinaan ke

lestarian suaber-sunber hayati perikanan serta pemberantasan hama dan penya
kit, . ' -

Pasal 27.
I Bagian Kecnam

Seksi. Usaha Tani

; ¥ '
Seksi Usaha Tanu mempunyai tugas melaksanakan porbinaan dan pengembangan =
pengusahaan perikanan, penbinaan organisasi nelayen dan petani ikan serta~
meryelenggarakan perijinan, '

2&8&1‘__‘2_[_.}_ sevsgoencentos
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ia*sal 28,

Untuk menyelenggarakan tuzas terscbut pada pasal 27 Poraturan Dacrah ini,-
Seksi Usaha tani mempunyai. fungsi :

a. peitbinaan dan pengembangan pengusahean perikanan ;
be pembinaan organisasi neclayan dan petani ikan ;

ce pembinaan permodalan ; .

Gy, pembinaan usaha perkoperasian perikanan H

s pengurusan perijinan. ; .

Pasal 29,

~(1) Seksi Usaha Tani terdiri dari : E

aes Sub Scksi Bimbingaen Usaha
be Sub Seksi Perijinan ;
Ce BUb Scksi Permodalan,

(2) Sub Seksi-sub Seksi sebagoimane dimaksud pada ayat (1) Pws 1 ini masing
pasing dipimpin oleh seorang Kepela Sub Scksi yang berada dibawah dan -
bertangsung jawab kepada Kgpala Sub Scksi Usaha Tani,

* Pasal 30'

Sub Seksi Bimbingan usahn nemipunyai tugas melaksekaken pembinaan dan e
ngembangan pengusahaan perikenan, pembinaan usaha perkoperngian perikanan -
serta organisasi nelayan dan pctunl ikan. :

Pasal 31.

Sub Sek51 Perlalnan uenpunyal tugas mcnyelonggarakan perijinan sesual ~ .
dengan peraturun perundang —undangan yang berlakue -

\
= Pasal 32,

Sub Seksi Pormodalen mempunyai tugas melaksanakan pembinaan permodalan
s¥rta sosial ckonomi neleycn dan petani ikan. :

Bagian Ketujuh
Seksi Bina Mutu

Pasal 33.

Seksi Bina Mutu mempunyal tugas pembinaan tokhnls pcnboluhun usaha pe=
masaran serte pembinaan mutu dan sarana pemasaran hasil perikanan.

qual 340

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut padd Pasal 33'Peraturan Daerah=
ini Seksi Bina Mutu menpunyei fungsi :

a, pembinaan dan pengembansan tckhnis pengolahan ;

be pembinaan Autu dan pemesnren hasil perikanan )
Ce pembinaan dan pengenbansan pengolahan tradisional ;-
de pembinaan ‘sarana pemascran ikan ;

ee penyajian berita pasar,

] 'Pasal 35

.(1) Seksi Blna Mutu terdiri dari :

Qe Sub Scksi Tekhnik Pengolahan ;
. be Sub Seksi Informasi pasar ;
- Ce Sub Seksi Sarans Pemasarane

(2) Sub SekSi"Sub;;tuaoootonopo
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(2) Sub Seksi-Sub Seksi schagainena dimaksud ayat (1) pasal ini naging=nasing
dipinpin oleh $worang kepala Sub Scksi yang berada -dibawah dan bertang =
gung=jawab kepada Kepala Seksi Bina Iutu.

Pasal 36,

Sub Seksi Tchnik Pengolahan nempunyai tugns molaksaﬁdkan pembinaan nutu hasil
perikanan, pembinaan dan pengenbangan tchnik pengolahan serta pengolahan tra-
disional. ” ‘ . '

Pasal 37.

Sub Seksi Informasi nenmpunyai tugas nelaksanakan pengunpulan pcrasaran serta-
penycbharannya,, , ‘ i

JPaéal 33,

Sub Seksi Sarana Perassran menpunyad tugas nelaksanakan pembinaan dan penga, -
wasan terhadap kegiatan dan sarana peilasaran. . 1

’.,

Pagal 39,
Bagian Kedelapan
Scksi Penyuluhan

Scksi Penyuluhan nenpunyai tugas penbirdaan dﬁn'ponyuluhan perikanan serta mee
laks .nakan pendidikan tingkat rendoh den nelaksanakan bimbingan serta penyu -
luhan sosizl ekononi nelayan dan petani ikan. :

Pasal 40,
Untuk menyelenggarakan tugas terscbut rada pasal 39 Peraturan Dacrah ini, Sek
si Penyuluhan nempunyai fungsi : . T : : =
ae nelaksanckan penyuluhan penangkepan. dan budidaya ikan ;
be melaksanakan penyuluhan pengusahaan perikanan ' : \
c. melaksansakan penyuluhan produksi, sarons produksi, pemasaran dan sarans Pe

nasaran ; :

d. melaksanzskan. penyuluhan sosial elononi nelayan dan potensi ikan ;
es nmelaksanakan pendidikan tingkat rcndah.

Pesal 41,

(1) Seksi Penyuluhan terdiri dori :
as Sub Scksi Latihan Ketrampilan ;
be Sub Scksi Tata Penyuluhen ;
Ce Sub Scksi Sarane Penyuluhan.

(2) Sub Seksi-Sub Seksi sebagairmana, dinaksud ayat (1) pasal ini, masing=masging
' dipinpinan oleh scorang Xepala Sub Seksi yang berada dibawah dan bertang =
gung=jawab kepada Kepala Sub Scksi Penyuluhan.~

Pasal 42,

Sub Seksi Latihan Ketrenpilan nenpunyai tugas nenyeleonggarakan Latihan Ketrag
pilan dan kursus=kursus tingkat rcndahe

»

Pascl 43,

\

Sub_Sgksi Tata Penyuluhan nempunyai tugas menyeiénggarakan latihan tata penyu
luhan périkenan.. : :

Pesgal ‘:‘i esevsecses



wog..

e e e g B s
Padal 444

Sub Seksi Sarana Penyuluhan nenplnyritugas nenyelenggaraksp penisurusgp sara-
na. penyuluhans . .

B/A B = IV
TATA - KERJA
, Pasal 45.

Kepala Dinas Perikansn dalan ncleksanakan tugasnya bordasarkan kcbijaksanaan
yang ditotapkan oleh Bupati Kepala‘Daorah. '

Pasal 460

Dalan nelaksanakan tugesnya Kepala Dinas Porikanan, Kepala Sub Bagian dan pa
ra Kepala Scksi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkroni-
sasi secara vertikal dan horisontal baik dalam lingkungan nesing=nasing mau=
pun antars satuan organisasi daleon lingkungzan Penerintah di Dacrah serta Ing
tansi lain scsual dengan tugas pokoknys nasing-nasings

Pasal 47.

(1) Setiap Pinpinan Satuan Organisasi dalam lingkunzan Dinas Perikanan ber -
tanggung=jawab nemimpin dan mengkoordinasikan bawahannyes nesing-nasing -
dan nerberikan bimbingan serte petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas-
bawahannya, « ' -

(2) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi wejib nengikuti dan meretuhi petunjuk-'

petunjuk dan bertangsung jawab kepada atssan nasing=-pasing dan menyampal
kan laporan tepat pada waktunya. ' '

(3) Setiap laporan yang diterine Pinpinan Satuan Organisasi bawehann wajib -
diolah dan dipergunakan scbeged bahan penyusunen laporan lchbih lanjut un
tuk nemberikan petunjuk-petunjuk kepada bawahan. .

Pasal 48,

Para Kepala Scksi pada Dinas Perikdnan nmenyanpaikan laporan kepade Eepala Di
nas dan Sub Bagian Tata Usaha neayusua laporan-laporan berkala Kopala Dinas.

]

Posal 49,
Dalam meleksanakantugasnya sctiap Pinpinon Satuan Organisasi dibantu oleh =
Pimpinan Satuan Orgenisasi bawahannys dan dalan rangke penberian bimbingan -
kepada bawahannya nasingenesing ncngodakan rapat berkala,

Bosal 50.

Bagan Susunan Organisasi Dinas Perikanon sebagdimana tercantun delan lampir-
an Peraturan Dacrah ini, _ :
B4DB -V
KETENTUAN LAIN-LAIN
P&S&l 51

Jenjang jabatan dan kepangkatan scrta susunan kepegawaian diatur kenudian se
sual dengan peratuyan perundang-undengan yang berlaku.

Pasal 2 sopeesscavesne

|
|
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(1) Kepals Dineg Poriknnsn diangkat dan dibcrhcntikanvqloh Bupnati Kepala

Dacrch setelah nenpcroleh Persctujuan dari Gulernur Kepala Dacrah
Tin;kat I Jawn, Tengah, ; '

. . (2) Kepala Sub Bagiann, Kopala Spksiy Keprla Sub Scksl dan Kepaln Urusan

WHengkot dan dibcrhontikan,01eh‘Bupnti Kepela Dierch ~tas usul Kepala
Dinag Perilkanan, ‘

Pasal 53
Hel=hnl yang belun ¢

Hatur dalan Peraoturan Dreran ind g sepanjaong
nengenai polaksanaannyn,rpengaturannya diserahkan'kopada Bupati Kepala
Daerah, : g ; '

BAB VT
KETENTUAN PERAT, AN
Posal 54

. . : MR s i) ") YN g e G TR - S ‘
Dinas Perikan®n yang telR Ui Bontuk Sdbelun berlakunya Peraturan
Dnornh ini dinyatokan Adlbentuk berdasarkasn Peranturan Deoren a 5 I

BA VII
KETENTUAN PENUTUP
 Pasal 55
Dongan‘bcrlokunya Peraturan Dherah ini, maka segala {etentuan,yang

bertentnngan dengan FPeraturan Dnerah ini dnyatakan tidak berlaku
1..gd, I ; : : S :

'Pnsaf 56

Peraturan Daerah ini ulal berlaku sejok hapdt pertamna sctelah
ddundangkean, ' '

Kebumen, 1 Juni 1981,

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH BUPATI KEPALA DARRAH TINGKAT
KABUPATEN DAERAH TINGKAT IT KEBUMEN , :

Kectua: tta,
T,

IT XKEBUMEN

i

SINGGIH RAMELAN, |  Drs._ DADIJONO. JUDOPRAJITNO,

Disahkan olch Gubernur Keprla Daerah Tingkat T Jateng  dengan S.K,
tsle 3 Soptembor 1981 Nomor: 138.3/18947, ~
Diundaﬁgkan Pada tanggal 12 Agustus 1981,
Dimuat ‘dalam Lombaran'Daorah Serl D Nomor : 5.
‘ Sckretoris Wileyah/Dnerah:
tta,
SOEPARNO gi,

¢

A
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{IP,01001 5919,



BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PERIKANAN
'  KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBULIEN

KEPALA DINAS m@WHN»z>L

~

TAMPTRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT

II KEBUMEN NOMOR :

17 TAHUN 1981.

| SUB BAGIAN TATAUSAHA

-

| I | :
!
- g i iy _ _ i
| URusan | w- URUSAN | "URUSAN | |  URUSAN
| UMUM ;  }SEPEGAVATAN KEUANGAN | | EFFS&TATALAK.
] ] - m | |
m tpe H] 3 . i — e e e - S e, s =y ~ .
| SEKSI SEZSI SEISI ~ SEKSI | SEXSI
n BINA PROGRAM _ PRODUKST USAHA TANI ! BINA MUTU P _ PENYULUHAN
_ - - - ———i
A ! | | | |
o i .. .+ e + .‘1! p——
i wsxk SUB SEXSI __SUB SEXSI Lll; _ SUD SEKSI , -] suB sE&I — SUB SEXSI
T DATA PENANGKAPAN IKAN | BIMBINGAN USAHA ! ITEHNIS PENGOLAHAN| LATUHAN KETRAMP.
UB SEKSI mmwcg>m#. SUB SEKSI “_ SUB SEKSI ” | sus sEksT' _ _ SUB SEKSI |
" IDAN PENGENDALIAN. BUDIDAYA IKAN PERIJINAN | |INFORMASI PASAR ! |TATA PENYULUHAN
ok .
w .
m ) > ey
. |ISUB SEKSI EVALUAS | sus smsT SUD SESI | lsus sms1 sarama .nyxé SUB SEKSI SARANA
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Drs. DADIJONO JUDCPRAJITNO

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT IL



'I. PENJELASAN UMUM :

II.
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PENJELASAN
AT A4S |
PERATURAN DAERAH XABUPATEN DAERAH TINGKAT IT KEBUMEN
NOMOR : 17 TAHUN 1981 |
TENTANG .
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERTFANAN I
DUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN. @ ..

el

Berdasarkan Peraturan Pencrintzh No.34 Tahun 1951 jo.Peraturan Daerah -
Dacecrah Tingkat Ke-I Jawa Tengah tanggal 19 Juli 1961 (Lembaran'Daerah Ja, -
wa Tengah Seri A No,1 Tahun 1963), kcpada Permerintah Kabupaten Daerah =
Tingkat II Kebumen diserahi kekuasaan, tugas dan tangzung=jawab dilapang
an Porikanan Darat yang noliputi urusan-~urusan : ¢ -

a. melakukan usaha dan kesiatan untuk rienaj ukan peﬁgusahaan perikanan da
rat ; .

be melakukan usaha den kegiatan untuk;mcningkatkaﬁ:kcsejdhferaan dan ting
kat kehidupan neleyan dan petani ikan. :

Sebagal realisasi dari, ponyerahan urusan’ tersebut riaka berdasarkan -
Surat Keputusan Guberaur iepala Daersh Propinsi Jawa Téngeh tanggal 4 Mei
1966 N&I,HUx7/1/1O (Tambahan Lembaran Dacrah Jawa Tensah Nol4/T Tahun =
1966) diventuk Dinas Perikenan Darat Propinsi Jawa Tengah. Selanjutnya =
berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Jawa Tengah=-
tanggal 29 Maret 1973 No. Hukume G 57/1973 maka Dines .Perikanan Darat-

21/1/4 N

Propinsi Jawa Tengah dan Dinas Perikanan Laut Propinsi Jawa Tengah. yang=
dibentuk berdasarken Surat Keputusan Gubernur Kepala Dacrah Propinsi Ja=-
wa Tenagahtanggal 18 Juli 1966 No HU.7/2/2 (Tambahan Lonbaran Daerah Ja=
wa Tengah Noe3/T Tahun 1967), dilcbur menjadi Dinas Porikanan Daerah Pro
pinsi Jawa Tengah. Dan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Dac =
rah Propinsi Jawa Tengah terscbut terbentuklah pula Dinas Perikanan seba
zal dinaksud dalan Peraturnn Dacrah ini.

Untuk lebih meningketkan kclancaran dan pengembanzan ponyelenggaraan
Penerintahan dan Pembangunan sccara berdayaguna dan berhasilguna khususe
nya yang nenyangkut bideng Perikanan di Kabupaten Dacrah Tingkat II Kebu
ren maka perlu neninjou den nenctapkan kembali Susunan Orgonisasi dan =
Tatakerja Dinas Perikanon. :

Untuk maksud tersecbut diatas scsuai dengan pasal 49 Undang=Undang No.
5 Tahun 1974 jis.Keputuscn ienteri Dalan Negeri No.363 Tahun 1977 dan Ins
truksi HMenteri Dalam Negori No.5 Tahun 1980 scrta Instruksi Gubernur Ke =

- pala Deerah Tingkat I Jewn Tengah No,061.1/25/1980 nake dipandang perlu =

Renuangkan Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Perikanan dalan Peratur-
an Daera., :

PENJETASAN PASAL DEMI PASAL :

4, Pasal 1 @ cukup jelas ;
 Pasal 2 : cukup jelas ; )
Pasal 3 : 1. Porikanan adalah semua kegiatan yang meliputi ne

nengkap, memelihara, membiskan, nengolah dan me=-
nesarkan hasil perikanan yang borasal dari pera-
iran,

» Tugas pokok Dinas Perikanan adsloh melaksanaksne
urusan~urusan yang telah menjadi urusan runah =
tengga Dacrah berdasarkan Persturan Pemerintah -
Koe34 Takun 1951 jo,Peraturan Dacrah Daerah Ting
kat Ke=I Jawa Tengah tanggal 19 Juli 1961 (Lem =
bnran Dacrsh Jawa Tongah Seri A No.1 Tahun 1963)

dan melaksanakan tugaslain yang diberikan oleh =
Bupati Kepala Dacrah. :
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Pasal 4.
Pasal 5,

Pasal 6 s/d 44
. Pagal 45 s/d 50
* Pasal 51 s/d 53

"Pasal 54 s/d 56,

: Cukup Jdelas,

: Susunan Organisasi ini adalah poncerminan dari urusan

e

e

Cukup Jelas

urusan yang fisorahkan Poocrintah Pusat dan Ponmerin -

tah Propinsi Dacrah Tingkat I Jawa Tengah kepade Dae=
rah Tingkat %I den pengenbanzan Dinas Perikanan agors-
dalan nmelaks&nakan ‘tugasnya depat berdaya guna dan =
berhasil gunae

Cukup Jelas
Cukup Jclas

Cukup Jelas,




